








PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Prof. H. Aziz Haily, MA, No. 1 Komplek Kantor Bupati,

Bukik Limau Sarilamak Kecamatan Harau Kode Pos 26271 Telp. (0752) 7750554

Sarilamak, 16 April 2026

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

:
:
:
:

400.9.14/32/UND/Bappelitbangda-LK/IV/2026
PENTING
1 (satu) lembar
Rapat Koordinasi dalam Upaya Percepatan Penghapusan 
Kemiskinan Ekstrem

Yth. Sdr/i Kepala PD (terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti  Inpres  Nomor  8  Tahun  2025 tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan
Pengentasan  Kemiskinan  dan  Penghapusan  Kemiskinan  Ekstrem  dan  mewujudkan
sinkronisasi  dan  harmonisasi  perencanaan  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten
Lima  Puluh  Kota,  dimana  kabupaten/kota  wajib  melaporkan  realisasi  capaian
penanggulangan  kemiskinan  di  daerahnya  masing-masing  setiap  semesternya.  Untuk
pelaporan semester I Tahun 2026 kami mengundang  Sdr/i  agar  hadir dalam rapat yang
akan diselenggarakan pada  :

Hari/ tanggal
Jam

:
:

Selasa/ 5 Mei 2026
08.30 s/d selesai

Tempat : Aula Lt. 1 Bappelitbangda
Agenda : 1. Evaluasi  capaian kegiatan pengentasan Kemiskinan

T.A 2025
2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan semester I T.A 2026,

dan Perencanaan kegiatan T.A 2027
3. Hal-hal lain yang dirasa perlu.

dengan  membawa  Matriks  Pelaporan  Dokumen  Pelaksanaan  OPPKPKE  Tahun  2026
Semester I (Form laporan terdapat dalam link https://bit.ly/FormLaporanOPPKPKE2026).

Demikian di sampaikan untuk  dapat  dihadiri  tepat  waktu,  atas  perhatian  dan
kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lima
Puluh Kota,

      ${ttd}

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197309131993111001

Tembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran Surat Nomor : 400.9.14/ 32  /UND/Bappelitbangda-LK/IV/2026

Kepada Yth. Sdr/i :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa/ Nagari

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kepala Dinas Perikanan

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kepala  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kepala Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Sarilamak, 19 April 2026 

Nomor : 900.1.1.2/4/BPKPD-LK/IV/2026 
Sifat : PENTING 
Hal : Undangan pembahasan usulan RKA Perangkat Daerah 

untuk Penyesuaian Tambahan TKD Tahun 2026 
 

Yth : Kepala Perangkat Daerah (terlampir) 
di 

Tempat 
 

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 

Tahun 2026 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

900.1.3/1084/SJ Tahun 2026 terkait Penyesuaian Transfer ke Daerah (Penyesuaian TKD) 

Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu untuk melakukan pembahasan usulan RKA 

Perangkat Daerah dan pendampingan oleh APIP terkait percepatan pergeseran Belanja 

dalam rangka implementasi Penyesuaian Transfer ke Daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah agar 

dapat hadir bersama pejabat terkait untuk melaksanakan pembahasan pada: 

Hari/Tanggal  : Senin s.d Rabu/20 s.d 22 April 2026 (jadwal terlampir) 
Tempat : Aula Bappelitbangda 
Agenda : Pembahasan usulan RKA Perangkat Daerah dan pendampingan 

oleh APIP terkait percepatan pergeseran Belanja dalam rangka 
implementasi Penyesuaian Transfer ke Daerah. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 

SEKRETARIS DAERAH, 
Selaku Ketua TAPD 

 

HERMAN AZMAR, AP, M.Si 
Penata Utama Madya/ IV.d 
NIP. 197309131993111001 

 
 

Tembusan disampaikan Kepada Yth: 
1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan) di Sarilamak 
2. Arsip 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

  
Jl. Raya Negara KM. 10 Bukik Limau Sarilamak 



Lampiran 1 
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
Nomor: 900.1.1.2/4/BPKPD-LK/IV/2026 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kepada Yth. Kepala Perangkat Daerah: 
 

1. Inspektorat Daerah 
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman 
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
7. Dinas Perhubungan 
8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 
9. Dinas Pangan 
10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
11. Dinas Perikanan 
12. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
13. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
15. Dinas Kesehatan 
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari 

 
 

 
SEKRETARIS DAERAH, 
Selaku Ketua TAPD 

 

HERMAN AZMAR, AP, M.Si 
Penata Utama Madya/ IV.d 
NIP. 197309131993111001 



Lampiran 2 
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
Nomor: 900.1.1.2/4/BPKPD-LK/IV/2026 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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JADWAL KEGIATAN 
 

 
NO 

 
Perangkat Daerah 

Jadwal 

Hari/Tanggal Pukul 

1 Dnas Kesehatan Senin/20 April 2026 08.00 s.d 09.30 WIB 
2 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 

Perkebunan 
Senin/20 April 2026 09.30 s.d 10.30 WIB 

3 Dinas Pangan Senin/20 April 2026 10.30 s.d 12.00 WIB 
4 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Senin/20 April 2026 13.00 s.d 14.00 WIB 
5 Dinas Perikanan Senin/20 April 2026 14.00 s.d 15.00 WIB 
6 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Senin/20 April 2026 15.00 s.d 16.00 WIB 
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selasa/21 April 2026 08.00 s.d 09.30 WIB 
8 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Selasa/21 April 2026 09.30 s.d 10.30 WIB 
9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ 

Nagari 
Selasa/21 April 2026 10.30 s.d 11.30 WIB 

10 Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Selasa/21 April 2026 13.30 s.d 15.00 WIB 

11 Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah 

Selasa/21 April 2026 15.00 s.d 16.00 WIB 

12 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rabu/22 April 2026 09.00 s.d 10.30 WIB 
13 Dinas Perhubungan Rabu/22 April 2026 10.30 s.d 12.00 WIB 
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rabu/22 April 2026 13.30 s.d 15.00 WIB 
15 Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 
Rabu/22 April 2026 15.00 s.d 16.00 WIB 

 
 

SEKRETARIS DAERAH, 
Selaku Ketua TAPD 

 

HERMAN AZMAR, AP, M.Si 
Penata Utama Madya/ IV.d 
NIP. 197309131993111001 
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SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang
Pemberian T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima T\rnjangan Tahun 2026, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tlrnjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O26;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahrun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang
Pemberian T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima T\rnjangan Tahun 2026 (kmbaran Negara

\l

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



Republik Indonesia Tahun 2O26 Nomor 2O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralcyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembanuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

4. Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya
disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten
Lima Puluh Kota.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS
adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri
Sipil yang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi
syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki
jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Pe{anjian Kerja Paruh Waktu
yang selanjutnya disingkat PPPK-PW adalah pegawai
aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan
pe{anjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan
ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

8. Badan Layanan Umum Daerah untuk selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pela}sana
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan peraturan daerah.

10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Menetapkan :



(1) Pemberian tunjangan
diberikan kepada:

Pasal 2
Hari Raya dan gqji ketiga belas

a. PNS dan CPNS;
b. PPPK;
c. Bupati/Wakil Bupati;
d. pimpinan dan Anggota DPRD;
e. pimpinan BLUD;
f. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat

Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan
BLUD; dan

g. PPPK-PW.
(2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan

kepada PNS :

a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah

yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3
(1) Trrnjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, CPNS

dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll
huruf a dan huruf b, terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1

(satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan,
atau kelas jabatannya.

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD
tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling
banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak
sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara
yang diterima dalam I (satu) bulan.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
bagi CPNS meliputi:
a.8Oo/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan umum; dan
e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1

(satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan,
atau kelas jabatannya.

(4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan :

a. PPPK dengan masa kerja kurang dari I (satu) tahun
diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas
secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu
pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;

b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan
kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan
tunjangan Hari Raya; dan

c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan
kalender sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026, tidak
diberikan gaji ketiga belas.



(5) Dalam hal penghasilan I (satu) bulan pada 2 (dua) bulan
sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya
diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang
bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan
Hari Raya.

Ttrnjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, yang diberikan bagi
Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan jabatan.

Pasal 5
T\rnjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (f) huruf d, sebesar akumulasi
dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan
jabatan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif
pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralyat Daerah.

Pasal 7
T\rnjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK-PW
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g,
diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah secara
proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran
penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;

Pasal 8
(l) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

sampai dengan Pasal 7 dibayarkan paling cepat 10
(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimala dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya
dapat dibayarkan setelah tanegal Hari Raya.

(3) Besaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), didasarkan pada besaran komponen penghasilan
yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2026.

Pasal 4

Pasal 6
T\rnjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
a. pimpinan BLUD; dan
b. pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas

pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan BLUD,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf e dan
huruf f, sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang
diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang pangkat,
jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.



Pasal 9
(1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026.
(2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat
dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2O26.

(3) Pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, didasarkan pada besaran
komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei
tahun2026.

Pasal 10
(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan
iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan ditanggung pemerintah Daerah.

Pasal 11
Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 12
Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga
belas dapat bersumber dari:
a. APBD; dan
b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempata-nnya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd.

SAPNI
sahnan sesuar dgngan asltnya

KEPA LA BAGIAN HUKU

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal l1 Maret 2026

SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

SEIDA KAB. LIMA P- K TA

MARADOIIIA, S.H
NlP. rs790E28 200901 r 010

ttd.

HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026 NOMOR 12
























